BAB Il

PENUTUP

A. KESIMPULAN
Bedasarkan pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan pada bab terdahulu
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1) Bentuk-bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian
terhadap korban kecelakaan sebagai berikut :

a. Polisi mendatangi tempat kejadian dengan segera. Polisi bergerak cepat
untuk membantu korban kecelakaan lalu lintas. Melakukan koordinasi
dengan polsek-polsek yang berada tidak jauh dari tempat kejadian
perkara. Hal itu dilakukan agar polisi dapat memberikan bantuan kepada
korban.

b. Menolong korban. Tindakan pertama yang dilakukan oleh polisi ketika
sampai di tempat kejadian perkara adalah polisi melakukan pertolongan
pertama. Polisi bertanggung jawab penuh merawat korban kecelakaan
sampai bantuan dari medis datang ke lokasi kecelakaan.

c. Mengolah tempat kejadian perkara.

Setelah bantuan medis datang ke tempat kejadian kecelakaan, polisi
bertugas mengolah tempat kejadian. Pengolahan tempat kejadian bisa
meminta bantuan dari dinas perhubungan untuk mendapatkan penyebab-

penyebab kecelakaan secara teknis. Mengumpulkan informasi-informasi
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yang dibutuhkan. Mencari bukti-bukti fisik di lokasi kejadian kecelakaan.
Mencari tahu penyebab kecelakaan, tanda-tanda gelinciran, rem
kendaraan yang haus, air radiator yang bocor, tumpahan oli.
Mengumpulkan serpihan-serpihan barang akibat dari kecelakaan.
Mencatat semua data kejadian perkara mulai dari posisi kendaraan pada
saat kecelakaan sampai dengan pemasangan garis polisi. Dengan
informasi yang dikumpulkan maka polisi dapat memberikan kesaksian
yang pasti dan tepat di dalam peradilan.

d. Mengamankan barang bukti.

Pengamanan barang bukti kejadian lalu lintas akan digunakan dalam
pengolahan data. Sebab akibat dari kecelakaan lalu lintas dapat di ketahui
dari bukti yag ada. Dengan mengamankan bukti-bukti yang ada polisi
membantu dalam proses pembuktian di dalam persidangan.

e. Melakukan penyidikan perkara. Menggunakan Pasal 310 Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan
Pasal 359 dan 360 KUHP dalam memberikan saksi hukum kepada
pelanggaran lalu lintas.

f. Membantu proses administrasi korban kecelakaan lalu lintas agar
mendapatkan santunan dari perusahaan asuransi.

Perlu diadakannya sosialisasi mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum

yang terdapat didalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan ini.

Upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas, upaya penindakan terhadap para
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pelanggar lalu lintas. Perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-
undang terhadap korban kecelakaan lalu lintas wajib diberitahukan. Dengan
mensosialisasikan undang-undang lalu lintas ini masyarakat diharapkan

sadar dan patuh hukum.

B. SARAN

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan, maka penulis memberikan beberapa

saran yang mungkin bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan

penggunaan praktis terutama menyangkut perlindungan hukum terhadap korban

kecelakaan lalu lintas, sebagai berikut :

1.

2.

Polisi hendaknya menguasai betul mengenai tugas dan wewenang yang
harus dilakukannya untuk dapat memberikan perlindungan hukum kepada
korban kecelakaan lalu lintas. Adanya penambahan jumblah anggota polisi
dan juga mengajukan anggaran operasional yang mendukung Kinerja aparat
kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum yang optimal guna
tercapainya keadilan dan kesejahteraan bagi korban kecelakaan lalu lintas.

Polisi melakukan upaya preventif yaitu membangun pentingnya kesadaran
hukum kepada masyarakat secara aktif dan dilakukan terus menerus. Dengan
kesadaran hukum yang tinggi pada masyarakat, maka akan terciptanya
keadilan dan kesejahteraan. Masyarakat berani menuntut hak yang
seharusnya didapatkan dan mejalankan tanggung jawab yang diberikan pada

mereka.
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3. Adanya koordinasi terus-menerus antara polisi, dinas perhubungan dan aparat
pemerintah lainnya untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan.
Pemasangan rambu-rambu lalu lintas yang benar, fasilitas jalan dan sistim
rekayasa lalu lintas yang baik akan menciptakan keteraturan dan keselamatan
lalu-lintas.

4. Peningkatan sumber daya manusia. Kemampuan polisi lalu lintas dalam
menjalankan tugasnya seperti pengumpulan barang bukti kecelakaan, olah
tempat kejadian perkara sampai dengan penangkapan pelaku tabrak lari. Polisi
harus berupaya maksimal dalam menjalankan tugasnya. Dengan peningkatan
sumber daya manusia diharapkan memudahkan polisi dalam menjalankan
tugasnya dengan optimal. Jika Polisi memiliki keterampilan yang baik maka
kendala yang lain seperti pendanaan, jumblah personil yang kurang dapat

teratasi.
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